BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diuraikan pada bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

6.21

Potensi Peneriman Retribusi Tempat Parawisata dan Rekreasi Pantai
Lasiana Tahun 2019 mencapai Rp392.800.000, lebih besar dari yang
direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukan bahwa adanya
perbedaan dan selisih yang sangat jauh. Artinya Penerimaan selama ini
lebih rendah dari potensi yang ada.

Petugas yang bertugas dalam meningkatkan penerimaan retribusi
tempat parawisata dan rekreasi pantasi lasiana tidak menyetorkan uang
sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Saran

Dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus lebih mengawasi agar potensi penerimaan

retribusi tempat parawisata dan rekreasi pantai lasiana harus sesuai dengan
target yang sudah ditentukan agar tidak terjadi perselisihan.

Pelaksaan petugas yang bertanggung jawab di pantai lasiana harus lebih
mengontrol masuk keluarnya kendaraan dan pengunjung, petugas juga
harus lebih teliti dalam memberikan penyewahan lopo, panggung hiburan,
toilet dan lapak terhadap pengunjung. Dan juga petugas harus

menyeterokan uang sesuai dengan pendapatan yang sudah diterima.
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